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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin hari senegemui
kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masihgsé&iia jumpai
kasus — kasus kejahatan, yang tak akan pernahuaskaimingga hari akhir
nanti, salah satunya perjudian yang tiap hari bokarsemakin berkurang,
namun malah semakin sering terjadi dan tetap adkaldim masyarakat.
Adapun ternyata hal ini telah tersusun dan terlakssecara terorganisir,
beroperasi dengan sistematis, dan berkesinambunBaran aparat
Penegak Hukum sangat penting dalam menegakkan &reomerjudian
ini. Disamping demi menegakkan hukum yang ada, aipaukum
diharapkan dapat berupaya mencegah hal yang li€sfadu” seperti hal
tersebut, sehingga masyarakat kelas bawah padashya terhindar dari
perilaku Jahilliyah.

Judi itu sendiri telah berkembang sejak zaman featzupun
zaman-zaman sebelumnya. Perjudian di Indonesiagplatgr belakang
sejarah panjang, setidak-tidaknya sudah ada sefakarz penjajah
Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terfangan dunia
malam dan hiburan. Judi dalam bentuk lotre sudahsaghk tahun 1960-

an yang zaman itu lebih dikenal dengan nama latreub. Pada masa itu,



di Bandung ada lotre yang disebut Toto Raga sehgggia pengumpulan
dana mengikuti pacuan kuda.

Sedangkan di Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikimcotwndian
lotre yang diberi nama Toto dan Nalo (Nasional &ptrTahun 1965,
Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No 113 Ta865 yang
menyatakan lotre buntut merusak moral bangsa daakrdalam kategori
subversi. Memasuki Orde Baru, lotre ini terus berkang. Tahun 1968,
Pemda Surabaya mengeluarkan Lotto (Lotre Totalis®ON Surya yang
tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan olghnagsa berdasarkan
undian. Tujuannya menghimpun dana bagi PON VIl yaakan
diselenggarakan di Surabaya tahun 1969. Pajak psitgh lotre - lotre
tersebut yang harus dibayar berturut-turut tahu®61Rp 2 miliar, tahun
1987 Rp 3 miliar, tahun 1988 Rp 4 miliar, dan tataimn berikutnya Rp
8 miliar. Pada tanggal 25 November 1993, pemerimtencabut dan
membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SR&RIn 1994.
Lotre SDSB di Indonesia berakhir setelah sebeluntigahului berbagai
demonstrasi mahasiswa anti-SOSBNamun pada orde reformasi,
perjudian sejenis Lotre dan Toto tetap marak tergablah-olah perjudian
adalah jalan singkat menuju kesejahteraan.

Jika kita cermati di Pulau Jawa sendiri mempunyai j8nis
perjudian dalam segala bentuk. Melalui media sebada apapun

perjudian dapat dilakukan, misalnya pertaruhan mokemdaraan yang

! http://wakmintogel.wordpress.com/2011/01/22/séjgrarjudian-negaraliakses pada
tanggal 10 April 2012




lewat di jalan yang biasanya dilakukan oleh renyajag sedang iseng di
jalan raya. Sedangkan yang sedang marak saat alahagudi kupon
yangmewabah di masyarakat tercatat mempunyai 2dabk$# dalam
perkembangannya di Pulau Jawa pada khususnya. nHalisebabkan
karena jenis judi kupon ini tidak mengenal statusiad ekonomi
konsumennya. Konsumen judi kupon ini juga hanya gaedalkan
sebatas kemampuan uang taruhan konsumennya saadaualRp 1000, -
(seribu rupiah) hingga tak terbatas. Sedangkanl| hHesnbusannya’
tergantung dari berapa angka yang ditebak dan lpdigaan dari uang
taruhan konsumén

Salah satu perjudian yang hingga kini masih dilaku#ti kalangan
masyarakat adalah Togel (toto gelap). Perjudiamiasih dilakukan oleh
masyarakat dari tingkat ekonomi bawah sampai dengarengah, hingga
saat ini. Keberadaan judi togel yang meresahkan uaerapisan
masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulidalam
menyikapinya. Bukan hal yang tabu lagi bagi madsatrgang mengalami
tekanan ekonomi kuat, sehingga realita kemiskinamgyada di Negara
kita, menjadi salah satu faktor penyebab makin areafnya perjudian.
Adapun pola hidup manusia yang cenderung konsuditémbah dengan
semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokdiatakaju inflasi

perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuaiageorang ingin

Muhammad Ghazali Bagus Ani PutraJutli Kupon Togel Kaitannya Dengan
Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga KonsumennYaglakartd, Vol. 6 - No. 3 / April-
2004



mencapai segala sesuatunya dengan cara yang neauratudah
dilakukan.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian diselaabkoleh
beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungatengan sebab-sebab
yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besaorféddttor yang dapat
menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagiaaity faktor-faktor yang
bersumber dari dalam diri individu (intern) danttakyang bersumber dari
luar diri individu (eksternj.Faktor — faktor tersebut antara lain:

1. Faktor dari dalam diri individu (intern)
a) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makan aemakin

tinggi pula intelegensinya. Pendidikan yang lebimggi

memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran Isegg0
sehingga mengerti sebab akibat apa yang akan Hdakya.

Misalnya seseorang yang pendidikannya tinggi dianakahu

bahwa dengan bermain judi maka ia akan tahu akibatn

b) Faktor Agama

Peranan agama sangat besar dalam membentuk momnal da

kepribadian seseorang. Pada dasarnya semua agargajakedan

membimbing manusia pada kebaikan dan kebenararaldbid
ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah mauparangan

yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agareaupakan

3Abdulsyani,Sosiologi KriminalitasRemadja Karya, Bandung, 1987, him. 44-46



salah satu control sosial yang utama melalui osgemya atau
organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat ma@entingkah
laku manusia sesuai dengan nilai keagamaannya.

c) Psikologi
Yaitu adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau denkgjiwaan
yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong
melakukan tindak pidana kejahatan. Faktor psikslogi
menggambarkan jenis kepribadian individu terterdag ynungkin
condong melakukan kejahatan jika dihadapkan padaassi
tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkeladikap curiga, takut,
malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan satirdjpakai
untuk menggambarkan keadaan tersébut.

2. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)

a) Faktor ekonomi
Masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola kehidupan
masyarakat, disamping itu juga mempengaruhi cama-ca
kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orapmat d
menyimpang dari norma norma yang ada di masyar&egierti
melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan gyan
menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalawidinddalam
menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyamak&ia dari

itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendagantan ekonomi

“Susanto, op.cit, him 38



akan berbuat kejahatan. Sulitnya orang mendapatiétiah yang

bisa menyebabkan orang berspekulasi main judi &@ena

perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana p#iak

hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendahdake

perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidupbase
kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat melkiambu
kejahatan.

b) Faktor Pergaulan

Manusia adalah makhluk sosial yang didalam kehidopa tidak

dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakattaseya.

Sehingga dapat dikatakan apabila lingkungan tertipggalnya

baik maka akan baik pula manusianya, namun selyalikpabila

lingkungannya buruk atau jahat maka manusianyaagan bobrok
dan jahaf

c) Lingkungan Keluarga.

Keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembertu
kepribaian seseorang. Disinilah seseorang lahir diBesarkan,
serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil maggota

keluarganya yang dianggap punya teladan untuk thbo\pabila

anggota keluarga yang diambil itu teladannya iturbbat

menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh jagk liri

®Susanto, op.cit, him 40



seseorang itu apabila didukung dari tendensi darisdseorang

tersebut.

Pemerintah pusat dalam era otonomi daerah menyarahk
kewenangan mengatur perjudian tersebut kepada peaterdaerah
setempat dengan peraturan daerah (perda). Dimakswadiar pengaturan
dan pemberantasan terhadap perjudian yang bangaknrya tersebut
dapat diatur bahkan dibatasi peredarannya sesuagade kondisi
masyarakat setempat.

Saat ini para penjual Togel ini sendiri tidak tamgyg — tanggung
dalam melakukan kegiatan perjudian tersebuhereka kadang
melakukannya di tempat-tempat umum seperti, paagkajek hingga di
tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruh&aito dengan uang
dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, merekelakukannya di
tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layakk dipertontonkan
oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anakpomremaja. Dilansir
dalam 2 buah laporan warga daerah Wirobrajan ddonkierogo, pada situs
resmi POLDA D.I Yogyakarta pada kolom “PENGADUAN
MASYARAKAT”, tertanggal 28 Januari & 14 April 201¥ang berisikan:

24 Jan 2011 at 12:58 pm
Pengirim: amin syukur

“Siapapun yang mbaca tulisan ini jangan pernahgyar¢JUGA
SAYA) sebelum panjenengan cek sendiri, maraknya togel
singapura /hongkong di wates terdengar sampai bataanya
sy cuek aja krn di batam kayak gitu biasa, tapelabt ada
tetangga jual pekarangan krn pengen kaya lewat,todparu
tersadar sebegitu parahnya ya... INI PEMBIARAN ATO



KURANGNYA RESPEK POLISI?? klo pembiaran brati
pejabatnya dapet setoran,.. gimana tanggapany&pak?

14 Apr 2011 at 4:39 am
Pengirim:setya

“pak di wirobrajan ada yang jualan togel [singaminanghai]tolong
ditangkap pak ....pelanggan satpam smanl..agus.....

Dalam melakukan modus operandi nya para penjualTjogel ini
pada dasarnya bergerak dengan sangat rapih, méinkisieaangan teman
penulis yang dulu nya saat semasa SMA pernah meg@orang
“pengepul” togel, bahwa dalam menjalankan aktifipenjualan Togel,
seorang penjual selalu berada di daerah atau tgrapgttidak akan terlalu
terlihat atau sifatnya sangat umum untuk menjadpte operasi. Adapun
menurut AS urutan dalam pengorganisiran pelakuakagitogel tersebut
antara lairf

1. Pemberi Modal / Pemilik Saham
2. Bandar Besar

3. Bandar Kecil

4. Pengepul

5. Penjual Togel

Dimana pada setiap pelaku kegiatan tersebut meketatangan
AS, teman penulis tersebut, dalam setiap jabateseliat para pelaku
diharapkan memiliki Kartu Keluarga atau setidaki§@P yang nanti

dipegang oleh Bandar. Sehingga apabila nantinyasadh seorang pelaku

® http://jogja.polri.go.id/pengaduan/8671.htdihkses pada tanggal 12 April 2012

" http://jogja.polri.go.id/pengaduan/9248.htdidkses pada tanggal 12 April 2012

®Hasil wawancara dengan AS pada tanggal 13 Nove2{it, guna memenuhi tugas
Penelitian Kriminologi kelas Bu Aroma Elmina Martts@mester ganijil, 2011.




yang tertangkap razia oleh polisi, dapat mendamatindungan oleh
Bandar. Dikarenakan jabatan Bandar ini lah yangdmnga mempunyai
jaringan pada para penegak hukum. Menurut ketera#gy toto gelap
(togel) di Indonesia yang ada di setiap daerah mieys ragam dan
julukan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam era otondadrah
menyerahkan kewenangan mengatur perjudian terkepatla pemerintah
daerah setempat dengan peraturan daerah (perdapkfidkan agar
pengaturan judi kupon togel yang banyak ragammngelbeit dapat diatur
bahkan dibatasi peredarannya sesuai dengan konalssiarakat setempat

Masyarakat sendiri terkadang menganggap perjudigel tyang
pada saat berlangsungnya hanya memerlukan sedika mulai dari Rp
1000 hingga Rp 10.000 hanya lah seperti permaiedereana. Apabila
menang terasa menguntungkan, apabila tidak, tidekgapa, toh uang
yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Namun tangadari terkadang
sedikitnya pertaruhan tersebut menimbulkan siftdu sehingga para
pemain togel tersebut berfikir kembali untuk merecdlerus menerus
secara berkesinambungan, tanpa mengingat berapga yemy telah
dikeluarkan, dan pastinya Bandar tetap untung dat@takukan kegiatan.

Penjualan Togel ini sendiri terkadang terlihat umumenurut
keterangan AS yang merupakan mantan penjual sekafigngepul judi
togel, penjualan judi togel di daerahnya terkadditgkukan di warung-

warung kecil, dan ada sesi putaran pada tiap-gamya. Masyarakat pun
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menganggap perjudian togel ini pun hanya sepertap#an yang lazim,
dan terkadang bersifat untung-untungan. Namun, AB8emangkan banyak
dari pemain togel yang bersifat aktif dan berkesipangan melakukan
pertaruhan dengan nominal uang yang besar, dannteebantuan hingga
ahli nujum untuk meramalkan nomor apa yang akanakeHingga saat
ini penegak hukum sering menemukan kendala dalamjanieg pelaku

togel tersebut, dikarenakan kegiatan mereka cuéipih dan terselubung,
hingga adanya kendala yang disebabkan oleh masyasakitar yang
cenderung melindungi kegiatan tersebut, dikarenalesgan dalih bahwa
perjudian tersebut hanya lah sebuah hiburan bel@kgga menyadari
perjudian tersebut telah berubah menjadi penya&#yarakat.

Pada dasarnya penegakan hukum berupa penertibgkunigan
terhadap segala penyakit masyarakat sudah seriaigukian oleh pihak
Kepolisian Daerah, akan tetapi kegiatan perjudiager ini sendiri tidak
mudah hilang dari kebiasaan masyarakat. Dalanmhpkran polisi juga
penting demi menertibkan penyakit masyarakat tetseKebijakan
aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upagm@amggulangan
perjudian meliputi bagaimana penerapan ketentuakssgang meliputi
penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidpokok dan
penerapan tentang pertanggungjawaban pid2in&ra Reformasi ini
fungsi Kepolisian sebagai pemelihara keamanan ddartibban umum
masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehotgjgenkapasitasnya

selaku alat Negara, Polri diberikan tanggung jawatyelenggarakan
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fungsi Pemerintahan, untuk menjamin tegaknya Huterpgliharanya
keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keam@alam negeri
yang stabil sehingga memungkinkan setiap individlam masyarakat
dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan debgdg aman, serta
tentram.

Polri yang lebih berorientasi bagi kepentingan dasuai tuntutan
masyarakat karena semua pihak menaruh harapan teesadap Polri
agar senantiasa menampilkan dirinya selaku pelgpdpengayom, dan
pelayan masyarakat dalam setiap insan Polisi. @&bkna itu cetusan
keprihatinan semua pihak terhadap tindakan tercgdang dapat
melunturkan citra dan kepercayaan masyarakat yaagjhnterjadi dan
dilakukan oleh segelintir anggota harus ditanggsgara serius oleh
semua pemimpin dan atasan Polri disetiap jenjasgtkan.

Sebagaimana Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah
memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, rakkag Hukum dan
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayamasyarakat
sebagaimana dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002aSatiggota Polri
dituntut berdiri paling depan dalam melaksanakagasupokok tersebut
memberikan contoh dan teladan kepada seluruh nastaiOleh karena
itu, di sinilah perlunya Polri untuk tanggap infasn terhadap adanya
kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat, khysustalam hal ini
perjudian togel. Sehingga perwujudgood governancgang diimpikan

dapat terwujud. Pada dasarngmod governanceadalah merupakan
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penyelanggaran pemerintahan yang bersih, teraiih,ttanpa cacat dan
berwibawa, oleh karena itu tindak lanjut untuk mpwlkan pemerintahan
yang baik good governangedan bersih dlean gonvernangedengan

mengaktualisasikan secara efektif Asas-Asas UmumeRetah yang
Baik (penulis: Algemene beginslen van behoorlijk besjuuyang

digunakan sebagai hukum tidak tertulis dengan mielpklaksanaan
hukum dan penerapan hukum serta pembentukan htikum.

Oleh dikarenakan keingintahuan penulis dalam fakengenai
faktor-faktor yang memicu terjadinya perjudian togaodus operandi
nyata yang terjadi, dan upaya POLRESTA Yogyakaalard penegakan
hukum pada pemberatasan perjudian togel di Kotayakeyta tersebut,
maka penulis mencoba mengambil judul : “PENEGAKANJKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA

YOGYAKARTA™

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana modus operandi dari para pelaku Perjutiael (toto
gelap) tersebut?
2. Apa sebenarnya faktor — faktor yang menjadi penyetesjadinya
tindak pidana Judi Togel?
3. Bagaimana penegakan hukum yang tepat terhada dgeli tersebut?

° Dr. Sadjijono SH. M.Hum, Seri Hukum Kepolisian PRILdan Good Governance,
Cetakan Pertama, Penerbit Laksbang Mediatamab&aa 2008, him. 241 dikutip dari S.F.
Marbun, Ringkasan Disertagksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pentaimtdang
Layak Dalam Menjelmakan Pemerintah yang Baik darsiBeUniversitas Pajajaran, Bandung,
2001, him. 13
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C. Tujuan Penelitian

1. Memahami, menganalisa dan mendiskripsikan modusange dari
pelaku perjudian Togel (toto gelap) di kalangan yaeakat.

2. Memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebatakinpidana
perjudian toto gelap dikalangan masyarakat.

3. Mengetahui dan menganalisa upaya penegakan huklikatépoleh
POLRESTA Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakatémi
mengatasi perjudian toto gelap yang dilakukan disyaeakat

Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka
Judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi adalah
‘“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
TOGEL DI KOTA YOGYAKARTA”. Pengertian tentang pegian
sesungguhnya erat dengan akar kjtdi. Berdasarkan Kamus Besar
Bahasa Indonesiajudi itu sendiri memiliki pengertian permainan
dengan memakai uang atau barang berharga sebagaihéan."°
Sementaraperjudian itu sendiri memiliki pengertian singkat yaitu
“perihal perjudian.”**
Pengaturan tentang pemberantasan tindak pidanadjzarj di

Indonesia diatur dalam Undang — Undang Nomor 7 fdtfir4 tentang

Penertiban Perjudian yang meliputi seluruh warggare Indonesia.

19 hitp://www.kbbi.web.iddiakses pada tanggal 8 September 2012
1 bid.
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Perjudian yang terjadi di Indonesia menjadi suagnypkit masyarakat
yang tergolong sulit untuk dihilangkan. Menurut ®ofantoso SH,MH
Dosen FHUI Kandidat Ph.D di University of Malayalata Republika 9
Juli 2005

Menurut hemat saya, maraknya judi merupakan tlkibgagalan
pemerintah memenuhi jiwa hukum dan jiwa undang-ngdpenertiban
judi yang sudah lebih dari 30 tahun lahir. Judi duknasalah baru. Di
masa Orde Baru, untuk mengatasi masalah ini, lahir
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penert®amnudian.
Undang-undang ini jelas menyatakan bahwa ancam&aonian dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk piigo tidak
sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, | gasianggaran judi
dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari
satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayatelia dari tiga bulan
menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2). Meski antam#&uman
diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaramjadi kejahatan),
tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. da A
beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain niisligudi (biasanya
selalu menyebut contoh Malaysia dengan Genting Ieighnya),
sebagian yang lain dengan membuat perda di masasgigndaerah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukigan
pemenuhan jiwanya) tidak semata-mata faktor yurdhs juga politik
hukum. Sebagian kalangan mensinyalir perjudian thmsubur karena
adanya 'beking perjudian' yang bisa dari kalangamarsaja, termasuk
oknum pemerintah ataupun oknum penegak hukum. Tudsémacam ini
memang bukan hal baru. Sebab dalam kasus kejalatarya seperti
illegal logging juga telah diungkap adanya 'bekseghacam itu.”

Pada awalnya pada Pasal 303 ayat (1) pada Kitakargnd
Undang Hukum Pidana diberikan ancaman hukuman p@ergalama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebbaggkknya

sembilan puluh ribu rupiah. Sedangkdedam pasal 2 ayat (1) UU. No.7

1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 308LaydtHP dari 8

12 hitp://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/@ didkses pada tanggal 8
September 2012.
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bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.00piah menjadi
hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau deetlanyak-
banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayeké€-1 Bis KUHP dan
pasal 303 ayat (1) ke-2 Bis KUHP memperberat annamiguman bagi
mereka yang mempergunakan kesempatan, serta tntat main judi,
diperberat menjadi 4 tahun penjara atau dendagsgiiimgginya 10 juta
rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagekaeyang pernah
dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun denda setinggi-
tingginya 15 juta rupiah. Berdasar pada “Penjelagsias Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 198Entdng

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 TgerRenertiban
Perjudian” pada bagian Umum, menyebutkan baliwa:

Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama
Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayp&aghidupan dan
kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinpu ldepentingan
Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekseg negatif dan
merugikan moral dan mental masyarakat, terutambadap generasi
muda. Meskipun dari *19963 hasil izin penyelenggargerjudian yang
diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daeralgt dhgunakan untuk
usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat fnggafiada dewasa
ini lebih besar daripada kemanfaatan yang dipero@lieh karena itu
Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan ¢@anb izin
penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ket@mi@n, dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidakagdaerjudian yang
diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakadak pidana
kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 U+ehaiagqng Nomor 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembasgafd Tahun 1974
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)atétan
Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasahdarg-undang
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudiamgatar mengenai
larangan pemberian izin penyelenggaraan segalaulbedan jenis

13 penjelasan PP No. 8 Tahun 1981 tentang Pelaksafdain.7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian.
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perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintadéraba baik yang
diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian,pmawang dikaitkan
dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangarbepian izin
penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilaraagmgnyelenggaraan
permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan keliesaan, sepanjang
tidak merupakan perjudian.

MenurutDrs. M. Sofyan Lubis, SH. Dalam artikel yang disnlya
mengenai perjudian dia berpendaffat:

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengetuyang
saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun419@. pasal 303
KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izioleh yang
berwenang, disisi lain bertentangan dengan atuedekganaannya, yaitu
PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (membezn) perjudian
dengan segala bentuknya. Memang secara azas tingargn, PPRI No.9
tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal denkiurhy karena
bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Apabila kita cermati pendapat tersebut, atas dasdfepolisian
hanya dapat menindak perjudian yang tidak memitiki, walaupun judi

tersebut bertentangan dengan nilai-nilai selur@megyang dianut.

Togel atau bisa disebut toto gelap ialah salahtsattuk perjudian
ilegal dengan memakai lotere angka atau yang himsaksud Lotto pada
beberapa kalangan di manca nedarRada bermacam wilayah, semua
bentuk perjudian togel itu ialah sebuah bentukhamnuyang tidak sah.
Dalam banyak negara dimana lotere dilegalkan, jpedre tersebut jadi
sangat digemari serta meraih penggila yang saragatali. Dalam tempat-

tempat yang mana lotere atau betting toto dilarpegiandingan taruhan

1 hittp://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Tinjauankdm-Tentang-Judi diakses
pada tanggal 8 September 2012

13 hitp://mybet188.asia/judi-online/togel-salah-sagutandingan-taruhan-populer-
sekarang-initliakses pada tanggal 8 September 2012
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ini selalu menjadi aksi betting digemari yang memyail pecintanya yang
selalu banyak, sebagai sesuatu aksi betting tersgynbersama nama
togel. Togel sudah jadi bagian yang ada di masgaralengan di
kenyataanya memanfaatkan hasil lotere yang datarigndayah manca

negara dimana judi ini dimainkan.

Untuk memahami dan membatasi pokok bahasan dalaoigemn
skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istjaing terkandung dalam
judul tersebut. Diantaranya dijelaskan sebagakberi
1. Penegak Hukum

Menurut Jimly Asshiddigie, penegak hukum mencakup
pengertian mengenai institusi penegak hukum damaggarangnya)
penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur pendgdkkim yang
terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimuki daksi, polisi,
penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipmaggrakatan.
Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pulakgpihak yang
bersangkutan dengan tugas atau perannya yaituttdekeyan kegiatan
pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidik@nuntutan,
pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sardeita upaya
pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidan@alam hal ini
penulis menjadikan Kepolisian dan Pengadilan Neggbagai subjek
penegak hukum. Adapun pengertian singkat dari keghuaadalah

sebagai berikut:

18 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakinkum.pdfdiakses pada
tanggal 8 Agustus 2012
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1. Polisi adalah aparatur pemerintah yg bertugas mikanal
keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang languar
undang-undangisb)’’. Pada penelitian ini polisi adalah sebagai
subjek penegak hukum terhadap perjudian yang tergid
masyarakat. Dimana dalam hal ini polisi yang begk
menanggulangi hal perjudian tersebut berada datzsisipReserse
dan Kriminal (Reskrim) di POLRESTA Yogyakarta.

2. Pengadilan Negeri adalah badan atau instansi regunig
melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksagadiin dan
memutus perkars.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai
institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) p@ndgukum.
Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yandpégrtlalam proses
tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, asehat hukum,
jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatanapSaparat dan
aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yangdmegkutan dengan
tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiaglappran atau
pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutanmbpstian,
penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upeyesyarakatan
kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukurterigpat

tiga elemen penting yang mempengaruhi, y&itu:

7 http://kamusbahasaindonesia.org/pdlisikses pada tanggal 28 Juni 2012
18 http://www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/pengertian-pitan. html diakses pada tanggal
28 Juni 2012
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(D)institusi penegak hukum beserta berbagai perangii@na dan
prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembaggan

(2)budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, tetnasengenai
kesejahteraan aparatnya, dan

(3)perangkat  peraturan yang mendukung baik  kinerja
kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukurg ya
dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya pusuhukum
acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemils|dar
memperhatikan ketiga aspek itu secara simultanjngga
proses penegakan hukum dan keadilan itu sendaraeaternal
dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkubjek penegak

hukum hanya pada Kepolisian dan Pengadilan Negegyakarta,

dikarenakan kedua subjek tersebut mempunyai peramikatif

penegakan hukum lebih aktif dalam penegakan hukapsgdangkan

Kejaksaan dirasakan penulis masih dirasakan pasif.

2. Penegakan Hukum
Penegakan Hukum adalah suatu upaya yang dilakuledm o
pihak Penegak Hukum dalam mencapai ketertiban semsugan
hukum sehingga terjadi kesesuaian ant@aa sollen dan das sein
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya updyé tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyatgaepedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungakuim dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjaui dardut
subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subpekgy

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya peaaghaikkum oleh

19 http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukpdf diakses pada tanggal 10
September 2012
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subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Daldeimluas, proses
penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukaliend setiap
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan ahoanatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatladengndasarkan
diri pada norma aturan hukum yang berlaku, bechatimenjalankan
atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempitj degi
subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikabagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjaminnaemastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimanauselyar Dalam
memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukgaratur penegak
hukum itu diperkenankan untuk menggunakan dayagpaks
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditidg@usudut
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiy@n
juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalain |,
penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai kieadiyang
terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupulai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dadatn sempit,
penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakatupsrayang
formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemapearkataan‘law
enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan
perkataan penegakan hukum'dalam arti luas dan dapat pula
digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yangliserti@ngan
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cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkaga timbul
dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkaistilgn ‘the rule
of law’ versus the rule of just lawatau dalam istilahthe rule of law
and not of manversus istilahthe rule by law’yang berartithe rule of
man by law. Dalam istilah‘the rule of law’ terkandung makna
pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artysmg formal,
melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yarmgkandung di
dalamnya. Karena itu, digunakan istildhe rule of just law Dalam
istilah ‘the rule of law and not of mandimaksudkan untuk
menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan swgara
hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleang. Istilah
sebaliknya adalahithe rule by law’ yang dimaksudkan sebagai
pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukundaekebagai
alat kekuasaan belaka. Menurut Prof. Barda Nawaemnymbutkan
dalam rangka Penegakan hukum termasuk didalamniajikan
formulatif (legislasi) pembentukan Undang — Undarnkgbijakan
Eksekutif (Pemerintah) menjalankan Undang — Unddag,Kebijakan
Yudikatif (Pengadilan) mengadili yang melanggar &mgl— Undang.
Dari uraian di atas sekiranya bahwa yang dimaksemyain
penegakan hukum itu kurang lebih merupakan sersngkgaya yang
dilakukan pemerintah atau pun masyarakat untuk adé@gn hukum
sebagai suatu aturan yang dapat ditepati bersamitahbkum dalam

arti formil yang sempit maupun dalam arti mateyahg luas, sebagai
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pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, bbek para
subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh apapaiiegakan
hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan atelang-undang
untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yéeglaku
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bageptian yang
luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukapat dkita
tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akaemimahas
keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukunbatld,dari segi
subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanyababkas hal-hal
tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-asibgktifnya saja.
Dalam penelitian ini penulis mengkaitkan dengansara
idealitanya pada “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian” & “Peraturan PemahinRepublik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang PelaksanadangnrUndang
Nomot 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudiaehirf§ga dalam
penelitian ini, penulis hendak mengangkat sifaikapf dari Peraturan
tersebut, yang sebagaiman seharusnya dilakukanpeletgak hukum
yang dalam penelitian ini penegak hukum tersedahi@ OLRESTA
Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebalgsekutorial

dalam perjudian togel tersebut.
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3. Tindak Pidana
Berikut ini Definisi Tindak Pidana dari beberapéi:ah

Dalam aliran monistis (tidak adanya pemisahan ardaminal act dan
criminal responsibility) adalah:

A. D.Simons mengemukakan strafbaar feit adalah “een strafbaar
gestelde, onrechmatige, met schuld verband hampelm een
toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsurfbatia feit
adalah:

Perbuatan manusia,

Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld);

Melawan hukum (onrechtmatig);

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbtaahd);

Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekswatigaar
persoon).

agrwnE

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif daarusubyektif
dalam strafbaar feit. Yang disebut dalam unsur kifyadalah:

1. Perbuatan orang;

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai pesthutit seperti
dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimukaim”.

Segi subyektif dari strafbaar feit adalah:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;

2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatars lditakukan
dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungagad
akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaamma m
perbuatan itu dilakukan.

B. Van Hamel mengemukakan definisi strafbaar feit adalalen
wettelijk omschreven menschelijke gedraging, ortreatig,
strafwaardig en aan schuld te witjenJadi unsur-unsurnya ialah:

Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undangagnda

Melawan hukum;

Dilakukan dengan kesalahan dan;

Patut dipidana.

PowbdPE

C. Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah

perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancagamgidana,

2 http://www.prasko.com/2012/04/pengertian-tindakapid-menurut-para.htrdiakses
pada tanggal 9 September 2012 sumber tulisatarto, 2009 iukum Pidana Jilid 1ABadan
Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Sanwar
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barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untukyadparbuatan
pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan (manusia);

2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini
merupakan syarat formil);

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat mijteri

Syarat formil harus ada, karena adanya asas lagajlédng tersimpul
dalam Pasal 1 KUHPidana. Syarat materiil itu hada juga, karena
perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan olakyarakat sebagai
perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukdoeljatno
berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan benteyjyagab dari
si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatangiétarena hal-hal
tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Sedangkan menuruBimorangkir, tindak pidana sama dengan
delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturaatpen pidana,
diancam dengan hukuman oleh Undang-undang danuldakoleh
seseorang dengan bersalah, orang mana harus dgggrigjawabkan.
Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatanlanggar
peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dakukian oleh
orang dengan bersalah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikata&hwa tindak
pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan digalgikan oleh
seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukanimdakan
hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuataite.
. Perjudian

Berdasar padRasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Yang
disebut permainan judi adalah tiap-tiap permaindinmana pada
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada
peruntungan belaka, juga karena pemainnya leblatiteratau lebih
mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentarggputkisan

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidaklakan antara
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mereka yang turut berlomba atau bermain, demikiage jsegala

pertaruhan lainnya®

Untuk mengerucutkan perjudian yang ada,
dalam penelitian ini perjudian yang diteliti adalpbrjudian Togel
(toto gelap) yang terjadi di kota Yogyakarta.

Dari beberapa definisi tersebut diharapkan dapainimeeikan

gambaran mengenai hal-hal yang dibahas dalamruhsa

E. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian merupakan cara yang dipakatuk
mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyaparan guna
mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran gpag)dalam penelitian
penulis menggunakan metode penelitian sebagaidierik
1. Objek Penelitian
Objek penelitian dalam tulisan ini adalah pelaksan®@enegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel, aritan berkaitan
dengan:
a. Faktor — faktor yang menjadi penyebab pelaku pajudogel
masih melakukan kegiatan tersebut
b. Modus operandi dari para pelaku perjudian Togelamdal
melakukan kegiatannya di kota Yogyakarta secamsigek
c. Penegakan Hukum terhadap Perjudian Togel yangdiedja

Kota Yogyakarta.

2l Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 303 naideerjudian
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2. Subjek Penelitian
Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai adeng
permasalahan yang penulis teliti, maka penulis koglan penelitian
di lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakd&hususnya
pada dinas-dinas yang terkait diantaranya KepaliBiaerah Istimewa
POLRESTA Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakait Pelaku

Judi Togel.

3. Sumber Data
a. Sumber data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsiangsubjek
penelitian yaitu POLRESTA Yogyakarta, dan PengadNegeri
Yogyakarta (PN Yogyakarta), dan hasil wawancaraap@dlaku
Judi Togel.
b. Sumber data sekunder
1. Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan kagng
berbagai peraturan perundang-undangan atau literatang
berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan
mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
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a. Pengumpulan data Primer dilakukan dengan wawancara
(interview). Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal
untuk memperoleh informasi dari respondealam penelitian ini
penulis melakukan suatu tanya jawab dengan pihagkpiyang
banyak mengetahui secara luas mengenai pembahagasi i
yaitu di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarthudusnya
pada dinas-dinas terkait diantaranya POLRESTA Ykasta pada
Kasat Reskrim nya, PN Yogyakarta pada Hakim yanghutes
perkara terkait dengan Perjudian Togel, serta pyilak pelaku
perjudian Togel.

b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Styalidt{akaan
(library research, vyaitu pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hkgian
dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk canen
konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yaedpubungan
dengan pokok permasalahan.

5. Pendekatan yang Digunakan
Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologiginya
suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaatanyasyarakat atau
lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuank um@&nemukan

fakta fact-finding) yang kemudian menuju pada identifikasroblem-
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identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian rhasala
(problem-solution}?
6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini mengunakan metode analisikrgss
kualitatif dimana data yang sudah diperoleh disudangan bentuk
penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi ataggb@han data,
menghasilkan sajian data dan seterusnya diambrhpegan.

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditadldri
semua hal yang terdapat dalam reduksi data daansdpata. Pada
dasarnya makna data harus di uji validitasnya sapagimpulan yang
diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses anaiigs adalah
sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengurapuhkta, setelah
data terkumpul kemudian data direduksi artinya lelkse,
disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relekemudian
diadakan penyajian data yaitu rakitan organisdsirmmasi atau data
sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apa
kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangda deka penulis
dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelahddataterkumpul
secara lengkap kemudian diadakan penyajian datgdag susunanya
dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapdakukan

berdasarkan data tersebut .

2 50ejono Soekant®engantar Penelitian Hukunl Press, Jakarta, 1982, him. 10



